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Application Programming Interface adalah seperangkat protocol dan instruksi yang 
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kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
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berdasarkan standar teknis dan keamanan,standar data, dan 
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mempublikasikan pihak yang telah menerapkan standar teknis dan 
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berdasarkan hasil verifikasi. 

Financial Technology (Fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau 

model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, 

stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, 

dan keandalan sistem pembayaran. 

Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD merupakan aktivitas 

pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang 
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memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan 

melibatkan ekosistem digital. 

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor 

Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga 

pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder 

perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana 

masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggaraan program 

jaminan sosial, pension, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, 

penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan 

pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat 

yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang 

dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Layanan Perbankan Elektronik atau Electronic Banking Services merupakan 

layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media 

elektronik. 

Layanan Perbankan Digital atau Digital Banking Services  merupakan Layanan 

Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara 

lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (customer 
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experience), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh 

nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.  

Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Digital Finance Services merupakan 

kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang 

dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan 

sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web 

dalam rangka keuangan inklusif.  

Open API Pembayaran adalah API yang digunakan secara terbuka yang akses 

keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian Kerjasama 

antara penyedia layanan dan pengguna layanan dalam pemrosesan 

transaksi pembayaran 

Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan 

kegiatan Teknologi Finansial. 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem 

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran.  

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan 

dan undang-undang mengenai perbankan syariah. 

Pembayaran Digital, melingkupi e-Money, dompet digital (e-Wallet), pengiriman 

uang dalam bentuk valuta asing (remittance), payment gateway, 

solusi melalui point of sales (POS), jaringan agen pembayaran 
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(payment agent network), pembayaran tagihan (bill payment), dan 

payment issuer support. 

Penyedia Jasa Pembayaran adalah bank atau Lembaga selain bank yang 

menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada 

pengguna jasa 

Penyedia Layanan Open API Pembayaran adalah Penyedia Jasa Pembayaran yang 

menggunakan layanan open API Pembayaran berbasis SNAP untuk 

kepentingan konsumennya dan/atau dirinya sendiri. 

Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji 

Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnisnya. 

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. 

Standar Nasional Open API Pembayaran adalah standar nasional Open API 

Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau 

menyebarkan informasi. 
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